BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu :

l.

Ketentuan Pasal 263 KUHAP tentang permohonan pengajuan peninjauan
kembali tidak dapat dilaksanakan secara konsisten, dimana dalam Pasal
263 KUHAP yang bersifat limitatif dengan tegas mengatur bahwa subyek
yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya terpidana
dan ahli warisnya tetapi dalam praktek ternyata jaksa penuntut umum juga
mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam kasus Muchtar
Pakpahan dan kasus Pollycarpus Budihari Priyanto dan permohonan
pengajuan peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum justru diterima
oleh Mahkamah Agung.

Tidak ada konsekuensi hukum yang diberikan terhadap pelanggaran yang
terjadi pada Pasal 263 KUHAP seperti didalam contoh kasus Muchtar
Pakpahan dan Pollycarpus Budihari Priyanto dimana tidak ada
konsekuensi hukum yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan
oleh jaksa penuntut umum yang mana mengajukan permohonan

peninjauan kembali dan diterima oleh Mahkamah Agung.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala kerendahan hati

memberikan saran sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 263 KUHAP tentang permohonan pengajuan peninjauan
kembali harus dilaksanakan secara konsisten terutama oleh aparat penegak
hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Agung agar
terciptanya kepastian hukum.

Harus ada peraturan pelaksana dari Pasal 263 KUHAP tentang
permohonan pengajuan peninjauan kembali yang mengatur tentang
konsekuensi hukum yang akan diberikan terhadap pelanggaran Pasal 263

KUHAP tersebut.
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